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ABSTRAK

Hingga saat ini belum terdapat kerangka hukum yang jelas terkait penyelidikan
kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan pejaga
pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo. Banyak pelaku
tindakan ini belum diadili dan pertanggungjawaban bagi para korban masih tidak
tentu. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk
pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap korban eksploitasi dan pelecehan
seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di
Republik Demokratik Kongo dan apa saja kendala dan solusi dalam penerapan
perlindungan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian
hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi
pustaka yang dianalisis secara deskriptip kualitatif. Temuan yang didapat dari
penelitian ini adalah negara pengirim yang memiliki kewenangan eksklusif untuk
melaksanakan tanggung jawab bagi pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian
PBB yang melakukan kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Diterapkannya
pendekatan - holistik yang berpusat pada penyintas dalam memulihkan dan
membangun kembali kehidupan para korban. Namun, masih terdapat beberapa
kendala yaitu banyak wilayah di Republik Demokratik Kongo yang belum
mendapatkan akses kesehatan, kurangnya akuntabilitas pelaku serta lemahnya
penegakan hukum oleh negara pengirim. Pembentukan mekanisme keadilan
transisional diterapkan secara efektif dalam menangani impunitas dan menjamin
akses terhadap keadilan dan ganti rugi bagi korban.

Kata Kunci: Pasukan Penjaga Pemelibaraan Perdamaian PBB, Eksploitasi
dan Pelecchan Seksual, Republik Demokratik Kongo.
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ABSTRACT

So far, there are no distinct legal framework regarding the investigation of sexual
abuse and exploitation by United Nations peacekeeping forces in Democratic
Republic of the Congo. Many perpetrators have not been held accountable and
compensation for the victims is still unclear. This research will discuss the form of
compensation and recovery for the victims of sexual abuse and exploitation by
United Nations’ peacekeeping forces in Democratic Republic of the Congo and the
obstacles and solutions regarding the implementation of legal protection towards
the victims. This research is normative juridical with a descriptive-qualitative
analysis method with sources taken from various legal materials as a literature
review. The result of this research shows the troops contributing country is the one
who have the responsibility and exclusive rights to sentence the perpetrators of
sexual abuse and exploitation. Holistic approach towards the survivors has been
taken to recover and reclaim the victim's lives. Nevertheless, there are still some
obstacles such as many areas in Democratic Republic of Congo which still have
not gained the access to healthcare, the lack of accountability by the perpetrators,
as well as the weak enforcement of justice by the sending state. The establishment
of transitional justice mechanism are implemented effectively in handling the

impunity and ensuring the viclims to have access to justice and to get a fair
compensation.

Keywords: United Nations Peacekeeping Forces, Sexual Exploitation and Abuse,
Democratic Republic of the Congo.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menangani suatu sengketa Dewan Keamanan PBB
mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.! Apabila sengketa antar
negara tidak dapat diselesaikan secara damai, upaya selanjutnya yang dapat
dilakukan sebagai penyelesaian lanjutan sengketa tersebut adalah melalui
kekerasan. Prinsip penyelesaian sengketa secara kekerasan yang dimaksud
adalah perang dan tindakan bersenjata non-perang, retorsi (retortion),
tindakan-tindakan pembalasan (reprisal), blokade secara damai (pacific
blockade) dan Intervensi (intervention).? Salah satu bentuk intervensi antar
negara yang dilakukan oleh PBB adalah melakukan Misi Pemeliharaan
Perdamaian atau United Nations Peacekeeping Operations.

Peacekeeping atau pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB
diciptakan untuk menyelesaikan konflik agar tidak berkembang menjadi
konflik yang lebih besar. Sebelum diturunkannya pasukan penjaga
pemeliharaan perdamaian PBB di sebuah wilayah, maka PBB akan terlebih
dahulu mengadakan perjanjian dengan troops contributing country (TCC),

perjanjian itu bernama Model Contributing Agreement.’

! Timothy Daud Meilando Marpaung, “Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

2014, hal. 6.

2 Teguh Imam Sationo, “Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan

Implikasinya dalam Konflik Bersenjata”, Pranata Hukum, Vol. 2 No. 1 tahun 2019, hal. 66.

> Giovanna Kuelle dan Marco Cepik, “Intelligence Support to Monusco: Challenges to

Peacekeeping and Security”, The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs,

Vol. 19 No. 1 tahun 2017, hal. 45.



Misi pemeliharaan perdamaian PBB didasarkan pada Bab VI, VII, dan
VIII Piagam PBB dan mengikuti prinsip-prinsip persetujuan para pihak,
ketidakberpihakan, tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri,
dan mempertahankan mandat.* Peacekeeping bersifat fleksibel di mana Dewan
Keamanana PBB dapat membentuk sendiri dan memerintahkan untuk
mengirim pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian ke berbagai negara yang
berkonflik. Hingga saat ini telah terdapat 12 pasukan penjaga pemeliharaan
perdamaian berstatus aktif. > Pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian
bersifat multidimensional yang tujuannya bukan hanya untuk menjalin
perdamaian dan keamanan tetapi juga sebagai fasilitator proses politik,
melindungi warga negara, asistensi gencatan senjata, demobilisasi dan
reintegrasi bagi mantan pemberontak, mendukung organisasi pemilihan umum,
melindungi dan mempromosikan pengupayaan Hak Asasi Manusia.’

Salah satu misi pemeliharaan perdamaian PBB adalah MONUSCO’ di
Republik Demokratik Kongo. Sejak kemerdekaan, Republik Demokratik
Kongo berjuang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta berjuang

melawan pemisahan diri dan perselisihan etnis.® Hal ini yang mendorong

4 Ibid.

5 United Nations Peacekeeping, “Where We Operate”, diakses dari
https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate, pada tanggal 20 September 2021.

¢ Satwika Paramasatya, “Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus
Operasi Perdamaian MONUSCO?”, Journal of International Studies,Vol. 2 No. 1 tahun 2015, hal 52.
7" United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo
(MONUSCO) adalah misi pemeliharaan perdamaian organisasi PBB yang dibentuk pada 1 Juli 2010
sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1925. (Devon Whittle,
“Peacekeeping in Conflict: The Intervention Brigade, Monusco, and The Application of
International Humanitarian Law to United Nations Forces”, Georgetown Journal of International
Law, Vol.46 No.3 tahun 2015, hal. 842).

8 Sofia Romansky, “How MONUSCO Contributed to Constructing the DRC as the ‘Dark Heart’ of
Africa”, E-International Relations, 2020, hal. 1.



Sekretaris Jenderal PBB mengerahkan misi pemeliharaan perdamaian di
Republik Demokratik Kongo.” MONUSCO menggantikan misi pemeliharaan
perdamaian PBB sebelumnya yaitu MONUC!?. Misi baru ini berwenang
menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya,
khususnya untuk melindungi warga sipil, personel kemanusiaan dan pembela
Hak Asasi Manusia yang terancam oleh kekerasan fisik, dan untuk mendukung
stabilitas pemerintah Republik Demokratik Kongo serta bekerja keras
membangun perdamaian.!!

Misi pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo
telah membuat kemajuan yang signifikan.!? Situasi di banyak wilayah negara
umumnya stabil, tetapi wilayah timur terus mengalami gelombang konflik,
krisis kemanusiaan jangka panjang dan pelanggaran hak asasi manusia yang
serius termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.!*> Meskipun
tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual muncul pada awal 1990-an, baru
pada tahun 2002 kebijakan PBB mulai menangani masalah ini secara
komprehensif.'* Pada tahun 2004, sejumlah media melaporkan setidaknya ada

150 tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pasukan MONUC

° Ibid.

10 Pada bulan Juli 1999, Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka ditandatangani antara Republik
Demokratik Kongo dan lima negara regional lainnya, setelah itu Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa mendirikan misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo yaitu
United Nations Organization Mission in The Democratic Republic of The Congo (MONUC) dengan
resolusinya 1279. (Masrur Mahmud Khan dan Samwat Naiear Ahona, “Human Rights Protection in
UN Peace Operations: A Case Study of the Democratic Republic of the Congo”, Chinese Journal of
International Review, Vol.3 No.1 tahun 2021, hal. 2).

I United Nations Organization Stabilization Mission in The DR Congo, “Background”, diakses dari
https://monusco.unmissions.org/en/background, pada tanggal 27 Agustus 2021.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Olivera Simic, Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations, Springer, Australia,
2012, hal. 4.



termasuk pemerkosaan, penyiksaan, perdagangan seksual, pembuangan bayi
hasil hubungan seksual dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, dan
perekaman video pornografi wanita dan anak-anak.'>

Sebuah tim investigasi PBB yaitu Office of Internal Services and
Oversight (OIOS) telah dikirim untuk menyelidiki tuduhan pelecehan seksual
yang meluas di Republik Demokratik Kongo. Hal ini cukup sulit dilakukan
karena sebagian besar pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian hanya
bertugas sementara waktu dan masa tinggal mereka yang singkat.!® Korban
pelecehan seksual yang terlibat pun menolak untuk memberikan bukti. Korban
takut terhadap semua pejabat militer asing maupun lokal.!”

Pada tahun 2020, MONUSCO mendokumentasikan 1.053 insiden
kekerasan seksual yang menimpa 675 wanita, 370 anak perempuan, 3 pria, dan
5 anak laki-laki. '® Dari kasus-kasus ini, 177 kasus berasal dari tahun
sebelumnya. ! Mayoritas sebanyak 700 kasus dikaitkan dengan kelompok
bersenjata non-negara, sedangkan dalam hal aktor negara angkatan bersenjata

Republik Demokratik Kongo terlibat dalam 239 kasus, polisi nasional Kongo

bertanggung jawab atas 76 kasus, dan 38 kasus dikaitkan dengan aktor negara

15 Susan. A. Notar, “Peacekeepers as perpetrators: sexual exploitation and abuse of women and
children in the Democratic Republic of the Congo”, American University Journal of Gender, Social
Policy & the Law, Vol.14 No.2 tahun 2006, hal. 414.

16 Kate Holt dan Sarah Hughes, “S4 Soldiers Fingered in DRC Abuse Scandal”, diakses dari
https://www.iol.co.za/news/africa/sa-soldiers-fingered-in-drc-abuse-scandal-216925, pada tanggal
28 Agustus 2021.

7 Kate  Holt, “DR Congo's ~ Shameful = Sex  Secret”,  diakses  dari
http://news.bbe.co.uk/2/hi/africa/3769469.stm, pada tanggal 28 Agustus 2021.

8 United  Nations,  “Democratic ~ Republic ~ of the Congo”, diakses  dari
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/,  pada
tanggal 22 September 2021.

19 Ibid.



lainnya.?°

Dalam instrumen hukum internasional martabat manusia dilindungi oleh
berbagai peraturan seperti hak atas keselamatan individu, kebebasan dan
keamanan pribadi, serta pencegahan segala bentuk diskriminasi.?! Salah
satunya terdapat dalam Pasal 1 paragraf 3 Piagam PBB yang menyatakan
bahwa salah satu tujuan PBB adalah memajukan dan mendorong penghornatan
terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan mendasar bagi semua individu
tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.

Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977,
melarang pemerkosaan dan berbagai jenis kekerasan seksual lainnya seperti
yang tercantum dalam pasal 3 dan secara eksplisit diatur dalam pasal 27
Konvensi Jenewa IV. Selanjutnya terdapat juga dalam pasal 75, pasal 76 dan
pasal 77 Protokol Tambahan tahun 1977 yang mana menetapkan perlindungan
khusus bagi perempuan.?? Berkaitan dengan kasus eksploitasi dan pelecehan
seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian, hal
tersebut menunjukkan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan hak-hak
yang telah dijamin dalam instrumen diatas.

Meskipun isu eksploitasi seksual sangat kontroversial, namun belum
terdapat kerangka hukum yang jelas terkait penyelidikan kejahatan yang

dilakukan oleh penjaga pemeliharaan perdamaian PBB. Banyak pelaku

20 Ibid.

2! Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan
Seksual di Indonesia”, Media Iuris, Vol. 4 No. 2 tahun 2021, hal. 153.

22 Revalyani dan Sophia Listriani, “The International Humanitarian Law Protection on Civilians
from Sexual Exploitation and Abuse Committed by The United Nations Peacekeepers”, Jim Bidang
Hukum Kenegaraan, Vol. 2 No. 2 tahun 2018, hal. 291.



tindakan ini belum diadili, dan pertanggungjawaban bagi para korban masih
tidak tentu.?* Kurangnya kejelasan hukum tentang tanggung jawab atas
pelanggaran oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB disebabkan
salah satunya karena misi pemeliharaan perdamaian PBB dioperasikan dengan
meminjam aparat dan staf dari negara-negara anggota PBB yang mana
peminjaman ini berdampak adanya pembagian tanggung jawab antara anggota
pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB dan negara pengirim.?* Maka
dari itu, penulis mengangkat topik ini sebagai skripsi penulis dengan judul
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SIPIL ATAS
EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PASUKAN
PENJAGA  PEMELIHARAAN  PERDAMAIAN  PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang akan dibahas
telah penulis rumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap korban
eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga
pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo?

2. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum

23 Rivana Mezaya, “Tanggung Jawab Dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum oleh
Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak-
Anak dan Wanita oleh Anggota Monuc”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hal.
21.

24 Ibid.



terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh
pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik

Kongo?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban dan
pemulihan korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh
pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik
Kongo.

2. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan perlindungan
hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan
oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik

Demokratik Kongo.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pengetahuan serta pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap
korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan

penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, termasuk juga



kendala dalam penerapannya serta pertanggungjawaban dan pemulihan
terhadap korban ekspolitasi dan pelecehan seksual. Penelitian ini
diharapkan juga dapat melengkapi kepustakaan di bidang hukum
khususnya hukum internasional.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi
mahasiswa dan akademisi untuk digunakan sebagai bahan referensi dan
menerapkan pengetahuan hukum internasional mengenai perlindungan
hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan

oleh pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

E. Differensial
Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan tiga hasil penelitian
terdahulu yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang
akan dilakukan yaitu:

1. Olivia Martha Setyonugroho, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made
Maharta Yasa yang berjudul Eksploitasi dan Pelecehan Seksual oleh
Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus
Republik Demokratik Kongo).2® Penelitian ini menganalisis mengenai
aturan-aturan dalam hukum hak asasi manusia internasional terkait

kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan

25 Olivia Martha Setyonugroh, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made Maharta Yasa, “Eksploitasi
dan Pelecehan Seksual oleh Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus
Republik Demokratik Kongo)”, Kertha Negara, Vol.7 No. 6 tahun 2019.



penjaga perdamaian PBB serta menganalis mengenai pertanggungjawaban
PBB atas tindakan kejahatan pasukan penjaga perdamaian tersebut.

2. Rivana Mezaya yang berjudul Tanggung Jawab dalam Hukum
Internasional Atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Pasukan Perdamaian:
Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak-Anak
dan Wanita oleh Anggota MONUC.?® Penelitian ini membahas mengenai
kerangka hukum dari suatu operasi perdamaian PBB, pengaturan hukum
internasional mengenai tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB dan
membahas tanggung jawab atas tindakan eksploitasi seksual terhadap
anak-anak dan wanita yang dilakukan oleh anggota MONUC.

3. Jihan Darin Sevira yang berjudul Tindakan Sexual Exploitation and Abuse
(SEA) oleh Personel Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Kongo
(MONUSCO) dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA) terhadap Anak-
Anak dan Perempuan Berdasarkan Hukum Internasional.?’ Penelitian ini
membahas mengenai imunitas yang diberikan kepada personel pasukan
penjaga perdamaian PBB di Kongo dan Republik Afrika Tengah sebagai
pemelihara perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini juga

membahas mengenai penanganan untuk kasus SEA yang dilakukan oleh

26 Op.cit., Rivana Mezaya, “Tanggung Jawab Dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum
oleh Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap
Anak-Anak dan Wanita oleh Anggota Monuc”.

27 Jihan Darin Sevira. “Tindakan Sexual Exploitation and Abuse (SEA) oleh Personel Pasukan
Penjaga Perdamaian Pbb Di Kongo (MONUSCO) dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA)
Terhadap Anak-Anak dan Perempuan Berdasarkan Hukum Internasional”, Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017.
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personel pasukan penjaga perdamaian PBB di Kongo dan Republik Afrika

Tengah terhadap anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian
ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
Olivia Martha Setyonugroho, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made Maharta
Yasa yaitu menganalisis mengenai pertanggungjawaban terhadap korban
eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.
Penelitian terdahulu hanya membahas terkait pertanggungjawaban oleh PBB.
Penelitian ini akan menganalisis pertangungjawaban individu, negara dan
organisasi internasional terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual
yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di
Republik Demokratik Kongo.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rivana Mezaya terdapat pada
objek penelitian dimana penelitian terdahulu menganalisis mengenai
tanggungjawab atas tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-
anak dan wanita yang dilakukan oleh anggota MONUC . Sedangkan,
penelitian ini menganalis mengenai tanggungjawab atas tindakan eksploitasi
dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan
perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo saat ini yaitu MONUSCO.

Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini juga akan menganalisis terkait kendala

28 United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)
bertugas pada tahun 1999 hingga 2010. Pada tahun 2010, Dewan Keamanan PBB menarik MONUC
sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1925 yang kemudian digantikan oleh
MONUSCO. (Wakhidah Hasna Khairunnisa, “Kegagalan Peacekeeping Operation PBB pada
Konflik Republik Demokratik Kongo”, Journal of International Relations, Vol. 5 No. 4 tahun 2019,
hal. 834).
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dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi
dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan

perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

F. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan bahasan mengenai
pertanggungjawaban serta pemulihan terhadap korban eksploitasi dan
pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan
perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo termasuk juga bahasan
mengenai kendala dalam penerapan perlindungan hukum dan solusi mengatasi
kendala tersebut melalui hukum humaniter internasional serta pengaturan

hukum yang berlaku.

G. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pemeliharaan Perdamaian PBB
Marrack Goulding mantan Under-Secretary  General  for
Peacekeeping Operations mendefinisikan pemeliharaan perdamaian
adalah operasi lapangan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
dengan persetujuan para pemangku kepentingan untuk mengendalikan dan
meredakan konflik antar pihak di bawah kendali dan komando PBB.?

Awalnya, misi pemeliharaan perdamaian PBB menjaga perdamaian dan

2 Alex J. Bellamy: Understanding Peacekeeping, dikutip dari The Evolution of United Nations
Peacekeeping; Marrack Goulding, Polity Press, United Kingdom, 2010, hal. 16.



12

penggunaan senjata hanya untuk membela diri. Namun dalam
perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan wilayah misi ruang lingkup
diperluas yang juga mencakup peacebuilding dan peace enforcement.>°

PBB menggeser dan memperluas operasi lapangannya dari misi
“tradisional” yang umumnya melibatkan tugas-tugas pengamatan yang
dilakukan oleh personel militer menjadi “multidimensi” yang kompleks.
Misi multidimensi ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan perjanjian
perdamaian yang komprehensif dan membantu meletakkan dasar bagi
perdamaian yang berkelanjutan.3! Misi pemeliharaan perdamaian PBB,
awalnya dikembangkan sebagai sarana menangani konflik antar-negara,
namun perkembangannya semakin banyak diterapkan pada konflik intra-
negara.’? Saat ini, sedikitnya lebih dari 110.000 staf militer, polisi, dan
sipil bertugas di 12 misi pemeliharaan perdamaian PBB.*

2. Teori Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil di Wilayah Konflik

Bersenjata

Secara umum diketahui bahwa dalam setiap perang pasti ada pihak
yang harus dilindungi, salah satu pihak tersebut adalah masyarakat sipil.
Istilah "sipil" didalam bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam
kata "civilian". Dalam Black’s Law Dictionary, civilian didefinisikan

sebagai "a person not serving in the military", dengan kata lain masyarakat

30 Stuart S. Nagel, Resolving International Disputes Through Super-Optimum Solutions, Nova
Publishers, New York, 2001, hal. 225.

31 United Nations Peacekeeping, “Our History”, diakses dari https://peacekeeping.un.org/en/our-
history, pada tanggal 29 Agustus 2021.

32 Ibid.

33 Ibid.
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sipil mengacu pada orang-orang di luar militer. 3 Hukum humaniter
menentukan perbedaan status dalam situasi konflik non-internasional yaitu
kombatan dan non-kombatan (civilian). Status masyarakat sipil dalam
konflik bersenjata adalah civilian yang harus dilindungi.

Hukum humaniter telah memberikan payung hukum bagi
perlindungan masyarakat sipil yaitu dalam Konvensi Den Haag dan
Konvensi Jenewa 1949. Perlindungan hukum yang diberikan kepada
penduduk sipil dalam Konvensi Den Haag, baik itu Konvensi Den Haag
tahun 1899 atau 1907 tidak secara langsung ditujukan kepada penduduk
sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dimungkinkan akan terjadi meskipun
termasuk kedalam pihak yang tidak boleh diserang yang mana secara tidak
langsung dengan adanya pembatasan seperti membatasi penggunaan
senjata berbahaya didalam tubuh, melarang penggunaan gas beracun yang
dapat menyebabkan penderitaan yang tidak semestinya pada korban,
membatasi penggunaan proyektil dan bahan peledak, serta adanya aturan
tersendiri dalam menjalankan perang merupakan langkah antisipasi
tindakan perang yang tidak tunduk pada nilai kemanusiaan, hal ini
memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, dan juga pihak lainnya

yang tidak termasuk dalam peperangan.>’

34 Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perlindungan Hukum Terhadap
Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau dari Perspektif Hukum
Humaniter Internasional”, Kertha Semaya, Vol. 1 No. 3 tahun 2013, hal. 3.

35 Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas, “Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik
Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia”,
Rechtidee, Vol. 15 No. 2 tahun 2020, hal. 62-63.
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Perlindungan masyarakat sipil juga diatur secara terpisah dalam
Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 ke-IV menjadi pedoman
bagi perlindungan masyarakat sipil pada saat perang. Hukum humaniter
internasional juga memberikan jaminan dasar bagi warga sipil dan orang-
orang yang kehilangan efektivitas tempur dalam konflik bersenjata

internasional maupun non-internasional.*¢

3. Teori Tanggungjawab dalam Hukum Internasional

Konsep tanggung jawab yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada konsep tanggung jawab negara dan tanggung jawab
organisasi internasional dalam “Draft Articles on State Responsibility” dan
“Draft Articles on the Responsibility of International Organizations” yang
disusun oleh International Law Commission. Rancangan pasal tersebut
menjelaskan bahwa “tanggung jawab” yang dimaksud adalah tanggung
jawab atas pelanggaran hukum internasional.’’

Secara tradisional, hukum internasional mengasumsikan bahwa
hanya suatu negara yang merupakan entitas yang mampu menikmati hak
dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional karena
merupakan subjek hukum internasional. Namun dalam proses
perkembangannya, konsep tanggung jawab dalam hukum internasional

tidak hanya melibatkan negara seiring dengan berkembangnya konsep

36 Op.cit., Revalyani, “The International Humanitarian Law Protection on Civilians from Sexual
Exploitation and Abuse Committed by The United Nations Peacekeepers”, hal. 289-290.

37 Op.cit., Rivana Mezaya, “Tanggung Jawab Dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum
oleh Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap
Anak-Anak dan Wanita oleh Anggota Monuc”, hal. 23.
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mengenai subjek hukum internasional lainnya.’® Dapat dikatakan bahwa
hukum internasional mengakui individu, negara, dan organisasi
internasional sebagai subjeknya. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab
dalam hukum internasional juga mengakui tanggung jawab individu,

tanggung jawab negara, dan tanggung jawab organisasi internasional >

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian normatif digunakan untuk membahas penelitian ini.
Penelitian normatif adalah proses penentuan aturan hukum, asas-asas
hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memperoleh jawaban atas
permasalahan hukum yang dihadapi.*® Jenis penelitian ini lebih mengacu
pada analisis deskriptif-analitis dengan membandingkan bahan hukum
primer dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik implementasi yang
berhubungan dengan masalah penelitian.*!
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:
a. Pendekatan Sumber-Sumber Hukum Internasional
Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan

dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan hukum

38 Ibid., hal. 24.

39 Ibid., hal. 25.

40 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.

4! Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, PT. Gahlia Indonesia, Jakarta,
1990, hal. 90.
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internasional yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti seperti
perjanjian internasional, kebiasaam internasional, prinsip hukum
umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab dan keputusan
pengadilan dan ajaran para sarjana.*?

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum
yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah
yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.*?

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer atau Primary law material adalah bahan hukum
yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Jenewa 1949

2. Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977
3. Piagam PBB

4. Konvensi Den Haag 1899

5. Konvensi Den Haag 1907

6. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

42 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni,
Bandung, 2010, hal. 114.
43 Op.cit., Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. hal. 178.
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7. Draft Articles on the Responsibility of International
Organization

8. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts

9. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
against Woman (CEDAW)

10. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

b. Bahan Hukum Sekunder atau Secondary law material merupakan
bahan yang berasal dari kepustakaan dan memberikan penjelasannya
yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa buku-buku
literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari
media cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok
permasalahan dalam penelitian ini.*

c. Bahan Hukum Tersier atau Tertiary Law Material merupakan bahan
yang memberikan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya yang
dapat berupa bahan yang di akses melalui artikel, website serta
referensi lain nya terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.*?

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumen yang didukung oleh data

lapangan, menerapkan analisis dan menggunakan metode deskriptif

4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
Malang, 2006, hal. 196.

45 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, hal. 13.
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kualitatif. Memperoleh data penelitian melalui peraturan internasional
yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.
Teknik Analisis Bahan Hukum

Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang
dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, data-data tersebut
akan dihubungkan secara sistematis ke dalam kalimat-kalimat yang mudah
dipahami dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang akan
menggambarkan jawaban atas pertanyaan penelitian.*
Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis memakai
metode deduktif yaitu yaitu dengan mengambil kesimpulan penelitian

yang bersifat umum mejadi kesimpulan yang lebih konkrit.*’

I. Sistematika Penulisan

Penulis secara sistematis menempatkan semua bahan pembahasan dalam

4 (empat) bab, setiap bab akan menguraikan masalah secara terpisah. Namun,

tetap dalam lingkungan yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem

penulisan.

46 Surakhmad Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik. Tarsio, Bandung, 1994,

hal. 17.

47 Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran
Ilmiah”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6 No.2 tahun 2016, hal. 126.
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup pertama menguraikan mengenai tinjauan umum
terhadap Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kedua, menguraikan mengenai
United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic
Republic of The Congo (MONUSCO). Ketiga, menguraikan mengenai

eksploitasi dan pelecehan seksual.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini pertama akan menguraikan pertanggungjawaban atas tindakan
kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil oleh
pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik
Kongo. Kedua, menguraikan mengenai pemulihan atas tindakan kejahatan
eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil oleh pasukan
penjaga pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo. Ketiga,
menguraikan apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap
korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga
pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo. Keempat,
menguraikan solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan perlindungan
hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh
pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik

Kongo.
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BAB IV PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari hasil
penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian berdasarkan
permasalahan dalam skripsi ini. Saran berisi masukan terhadap permasalahan
penelitian yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah

dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.
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